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Menimbang Kebijakan
Agraria

Kritik terhadap kebijakan reforma agraria dan
perhutanan sosial (RAPS) belakangan ini terpusat
pada dua masalah. Pertama redistribusi tanah
obyek reforma agraria (TORA) yang meleset dari
target, seperti luas dan jumlah bidang tanah,
lokasi obyek redistribusi, dan subyek penerima
manfaat yang tidak sesuai. Kedua, sertifikasi
tanah sebagai impelemtasi sistem administrasi
pertanahan dianggap mendukung agenda
liberalisasi pertanahan Bank Dunia di dalam
sistem pasar tanah.

Bisnis Indonesia
(Halaman, 7)

Jumat, 12
April 2019

Air Sungai Ciliwung
Siap Dikonsumesi

Masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat akan
mengkonsumsi air dari Sungai Ciliwung mulai
bulan depan seiring dengan rampungnya sistem
penyediaan air minum baru di Katulampa Kota
Bogor.

Bisnis Indonesia
(Halaman, 7)

Jumat, 12
April 2019

LMAN Bayar Rp 218
Triliun

Sampai dengan minggu kedua April 2019,
Lembaga Manajemen Aset Negara mengklaim
telah membayar biaya pembebasan lahan proyek
bendungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018
senilai Rp 2,18 Triliun.

Bisnis Indonesia
(Halaman, 7)

Jumat, 12
April 2019

Berita Foto

Kendaraan bergantian melewati jembatan
darurat Batang Kalu, di Jalur Padang — Bukittinggi,
Kayutanam, Kab Padangpariaman, Sumatera
Barat, Kamis (11/4).

Media Indonesia
(Halaman, 16)

Jumat, 12
April 2019

Urban Farming
Adaptasi Perubahan
Iklim

Kegiatan pertanian kota atau urban farming bisa
menjadi salah satu solusi adaptasi perubahan
iklim di wilayah perkotaan. Selain berfungsi
sebagai peredam memanasnya temperatur akibat
perubahan iklim, pertanian kota juga bisa
berkontribusi mengurangi emisi dari transportasi
perdangan produk pertanian.

Media Indonesia
(Halaman, 10)

Jumat, 12
April 2019

Normalisasi Sungai
masih Terkendala
Pembebasan Lahan

Upaya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan
Cisadane (BBWSCC) untuk melakukan normalisasi
Sungai Ciliwung masih terkendala dengan belum
diserahkanya lahan yang telah dibebasakan.

Kompas
(Halaman, 20)

Jumat, 12
April 2019

BBWSCC Cek Lahan
yang sudah bebas

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
segera memeriksa bidang lahan yang sudah
dibebaskan untuk penataan kali. Ada 13 hektar
lahan vyang dilaporkan sudah dibebaskan di
sepanjang Kali Ciliwung untuk keperluan
penataan kali.

Bisnis Indonesia
(Halaman, 23)

Jumat, 12
April 2019

Berita Foto

Rusun Khusus Santri Ponpes Al Islam Babussalam,
Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Jombang,
Jawa Timur.
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Menimbang Kebijakan Agraria

Tanggal

Jumat, 12
April 2019

Media

Koran Tempo (Halaman, 11)

Resume

Kritik terhadap kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS) belakangan ini
terpusat pada dua masalah. Pertama redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) yang
meleset dari target, seperti luas dan jumlah bidang tanah, lokasi obyek redistribusi, dan
subyek penerima manfaat yang tidak sesuai. Kedua, sertifikasi tanah sebagai impelemtasi
sistem administrasi pertanahan dianggap mendukung agenda liberalisasi pertanahan Bank
Dunia di dalam sistem pasar tanah.
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hadap

kebijakan
reforma agraria dan
perhutanan sosial
(RAPS) belakangan
ini terpusat pada dua
masalah. Pertama
redistribusi tanah
obyek reforma agraria
(TORA) yang mele-
set dari target, seperti
luas dan jumlah bidang

tanah, lokasi obyek redis-
tribusi, dan subyek peneri-
ma manfaat yang tidak
sesual. Kedua, sertifikasi
tanah sebagai implemen-
tasi sistem administrasi
pertanahan dianggap men-
dukung agenda liberalisasi
pertanahan Bank Dunia di
dalam sistem pasar tanah.

Kritik itu secara tidak
langsung juga telah mem-
bongkar proses pembuat-
an kebijakan RAPS yang
bisa dikatakan prematur
Sebagai contoh, penetapan
target TORA sebesar 9 juta
hektare dan perhutanan
sosial 12,7 jutahektaretidak
dibuat berdasarkan kon-

disi lapangan. Penentuan
luas dan lokasi didasari
peta indikatif dengan skala
1:250 ribu yang tidak bisa

mengidentifikasi batas-
batas penguasaan tanah
secara aktual, tumpang-
tindih penguasaan lahan,
serta relevansi obyek RAPS
dengan subyek penerima
manfaat, antara lain dari
jarak lokasi, kondisi tanah
dan lingkungan, sistem
pengairan, dan infrastruk-
tur pendukung lainnya
Contoh lain adalah tafsir
atas keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35 Tahun
2012mengenathutanadatdi
dalam RAPS, yang menun-

jukkan bahwa peraturan
perundangan yang berkait-
an dengan hal itu belum
disiapkan dengan baik.
Selain Rancangan Undang-
Undang Masyvarakat Adat
vang mandek, tafsir atas
putusan MK, yaitu dari
“hutan adat bukan hutan
negara” menjadi “hutan
adat bukan hutan negara
vang dipertahankan fung-
sinya sebagal hutan oleh
negara'menjadi tafsir yang
bernuansa domestikasi,
Hal 1ni setidaknya berbeda
dengan tujuan perjuangan
Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN).
Dilihat dari perbanding-
an, total target 21,7 juta
hektare itu hanya sekitar
11 persen dari luas daratan
Indonesia, sekitar 17 persen
dari luas kawasan hutan,
dan kurang dan 30 per-
sen dari total konsesi hak

pengusahaan hutan, hutan
tanaman industri, dan hak
guna usaha yang terdata
secara resmi. Perbandingan
ini belum menghitung ben-
tuk-bentuk penguasaan
tanah lain oleh negara dan
swasta, seperti yang teraku-
mulasi dalam bank tanah di
kawasan-kawasan pangan,
permukiman, industri, dan
berikat. Dengan kata lain,
total target itu masih terla-
Iu kecil bila dibandingkan
dengan penguasaan tanah
oleh negara dan swasta
Masalah mendasar vang
tidak disentuh sama sekali
dalam kebijakan RAPS
adalah struktur pengua-

saan tanah yang teraku-
mulast di lingkaran elite
ekonomi-politik oligarki.
Hal ini  menunjukkan
bahwa kebijakan itu bukan
hanya prematur, tapi ada
kemungkinan juga teledor.
Implementasi kebijakan
RAPS itu sekarang meleset
dari target. Masalah struk-
tur penguasaan tanah pun
sebatas menjadi komaoditas
politik dalam debat calon
presiden atau selama masa
kampanye pemilihan pre-
siden.

Maka, rasanya kurang
relevan apabila beberapa
kalangan meninjaunya
dari segi dampak, seba-
gaimana cara pandang
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bayi"” itu. Pada saat peren-
canaannya, kebijakan itu
memang tampak lebih
didorong oleh keberanian
ketimbang kecermatan
setelah dipetieskan dalam
trauma masa lalu selama
lebih dari setengah abad
terakhir.

Tapi setidaknya Kkita
bisa merawat keberanian
itu ke dalam suatu refleksi
tentang kebutuhan-kebu-
tuhan—termasuk data,
informasi, pendekatan, dan
organisasi— yang bisa digu-
nakan untuk menyusun
strategi kebijakan reforma
agraria yang kontekstual
dengan zaman sckarang
dan mempunyai daya rom-
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evaluatif vang mengemuka
belakangan ini. Alih-alih
meninjau dampaknya,
kebijakan RAPS itu juga
belum menyentuh banyak
hal yvang berkaitan dengan
pasca-redistribusi, seperti
teknologi produksi dan
sistem budi daya, teknolo-
gi pengolahan pascapa-
nen, distribusi produk dan
redistribusi manfaat, serta
lembaga ekonomi dalam
sistem pemasaran.

Saat ini, ketimbang
meninjau dampak yang
belum tentu menemukan
relevansinya, lebih penting
menarik pembelajaran dari
“kebijakan yang masih

bak

terhadap struktur
penguasaan tanah itu.
Selain itu, sekarang tidak
ada lag kekuatan revolusi
vang bisa menggerakkan
agenda reforma agraria
di dalam suatu “gebrakan
cepat”. Hampir semua par-
tai politik tidak menun-
jukkan ketertarikan pada
agenda ini. Sementara itu,
kekuatan dari bawah, yang
diimajinasikan sebagai
people power, tidak per-
nah terbentuk hingga kini
atau malah tersegmentasi
ke dalam berbagai kepenti-
ngan yang berlainan arah.
°
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Judul Air Sungai Ciliwung Siap Dikonsumsi Tanggal April 2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat akan mengkonsumsi air dari Sungai Ciliwung mulai bulan
Resume depan seiring dengan rampungnya sistem penyediaan air minum baru di Katulampa Kota
Bogor.

Air Sungai Ciliwung
Siap Dikonsumsi

Bisnis, BOGOR — Masyarakat
Kota Bogor, Jawa Barat akan me-
ngonsumsi air dari Sungai Ciliwung
mulai bulan depan seiring dengan
rampungnya sistem penyediaan
air minum baru di Katulampa
Kota Bogor.

“Sampai sekarang pasokan air
baku Perusahaan Daerah Air Mi-
num Tirta Pakuan Kota Bogor
hanya dari Sungai Cisadane. Nanti
SPAM Katulampa ini secara perdana
pasokan air bakunya berasal dari
Sungai Ciliwung,” kata Direktur
Utama PDAM Tirta Pakuan Deni
Surya Sanjaya, Kamis (11/4).

Menurutnya, pihak pelaksana
tinggal melakukan penyempur-
naan pipa distribusi utama yang
pemasangannya tersisa beberapa
meter lagi, sedangkan instalasi
pengolahan air (water treatment
plant/WTP) dan intake sudah
lebih dulu dirampungkan.

Deni memprediksi secara keselu-
ruhan proyek itu selesai sebelum
memasuki bulan puasa sehingga
bisa menambah pasokan air baku
PDAM Tirta Pakuan yang selama
ini hanya mengandalkan Sungai
Cisadane.

“Kalau sudah selesai nanti dise-
rahkan dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat
kepada Pemkot Bogor. Kemudian
oleh pemkot diserahkan kepada
PDAM Tirta Pakuan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Teknik
PDAM Tirta Pakuan Ade Syaban
Maulana menerangkan bahwa
pasokan air dari Sungai Ciliwung
ini memiliki debit air 300 liter per
detik. Berdasarkan hitungannya,
pasokan air baku baru ini bisa
menambah pelayanan air kepada
21.000 pelanggan.

“Kalau kondisi sekarang ini dari
Sungai Cisadane dengan debit air
sekitar 2.000 liter per detik, bisa
melayani 160.000 pelanggan di
Kota Bogor dan 14.000 pelanggan
di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ade memaparkan bahwa secara
keseluruhan proyek pembangunan
SPAM Katulampa ini sudah meng-
habiskan anggaran Rp139 miliar.

Jika diperinci, pembiayaannya
dimulai untuk pembangunan in-
take yang berlokasi di Cibanon,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor pada 2012 senilai Rp24 mi-
liar. Kemudian, pada 2012 sampai
2014 pembebasan lahan SPAM
senilai Rp10 miliar.

Selanjutnya, pada 2016 pemba-
ngunan WTP senilai Rp60 miliar,

juga pengadaan pipa distribusi
utama senilai Rp35 miliar. Terakhir,
pada 2017 pembangunan reservoar
senilai Rp10 miliar. “Selanjutnya
akan ada pengadaan pipa distri-
busi utama yang belum terpasang
sepanjang 180 meter, biayanya
sekitar Rp4 miliar, serta turap
Rp2,60 miliar. Khusus yang sisa
ini pakai anggaran dari kami.”

Sebelumnya, berkaitan dengan
SPAM di daerah, Badan Pening-
katan Penyelenggaraan Sistem Pe-
nyediaan Air Minum bakal men-
dampingi penyiapan 10 rencana
kerja sama di sektor air minum
pada tahun ini.

Anggota Unsur Profesi Badan
Peningkatan Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum
(BPPSPAM) Poppy Indrawati Janto
mengatakan bahwa rencana kerja
sama dilakukan dalam dua skema.

Kedua skema itu yakni skema
antarbadan usaha atau business to
business dan kerja sama pemerin-
tah dengan badan usaha (KPBU).

“Sampai Januari 2019, PDAM
yang meminta pendampingan
BPPSPAM untuk melakukan kerja
sama dengan pihak swasta ada
10 PDAM,” ujarnya kepada Bisnis,
belum lama ini. (antara)



Judul LMAN Bayar Rp 218 Triliun Tanggal j;lpn:ifgollzg
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Sampai dengan minggu kedua April 2019, Lembaga Manajemen Aset Negara mengklaim
Resume telah membayar biaya pembebasan lahan proyek bendungan Tahun Anggaran 2017 dan
2018 senilai Rp 2,18 Triliun.

LMAN Bayar Rp2,18 Triliun

Bisnis, JAKARTA — Sampai
dengan minggu kedua April 2019,
Lembaga Manajemen Aset Nega-
ra mengklaim telah membayar
biaya pembebasan lahan proyek
bendungan Tahun Anggaran 2017
dan 2018 senilai Rp2,18 triliun.

Direktur Lembaga Manajemen
Aset Negara (LMAN) Rahayu
Puspasari mengatakan bahwa
realisasi pembayaran terdiri atas
pembayaran langsung dan dana
talangan tanah yang ditanggung
terlebih dahulu oleh kontraktor.

“LMAN sudah membayar
Rp2,18 triliun dari yang dita-
gihkan saat ini mencapai Rp2,19
triliun,” kata Rahayu kepada
Bisnis, Kamis (11/4).

Adapun, sisa yang ditagihkan
dan tengah diproses oleh LMAN
mencapai Rp13 triliun.

Sementara itu, bila diperinci,
dana yang tertagih tercatat Rp2,13
triliun pada Tahun Anggaran
2017, sedangkan realisasinya
Rp2,12 triliun.

Sementara itu, pada Tahun
Anggaran 2018 tagihan sebesar

Rp0,06 triliun telah dibayarkan
semua.

Dalam Rencana Pembangun-
an Jangka Menengah Nasional
2015—2019, Kementerian PUPR
akan menyelesaikan target pem-
bangunan 65 bendungan yang
terdiri atas 49 bendungan baru
dan 16 bendungan lanjutan.

Jika diperinci, progres dari
target 49 bendungan baru itu
adalah 8 bendungan sudah se-
lesai dibangun, 32 masih dalam
proses pengerjaan, dan 9 baru
direncanakan.

Sementara itu, progres dari
16 bendungan lanjutan yakni 9
proyek sudah selesai dibangun
dan 7 masih dalam proses.

Bendungan yang telah ram-
pung yakni Bendungan Rajui
(Aceh), Jatigede (Jawa Barat),
Bajulmati (Jawa Timur), Nipah
(Jawa Timur), Titab (Bali), Paya
Seunara (Aceh), dan Teritip (Ka-
limantan Timur). Selanjutnya,
Bendungan Raknamo (NTT),
Tanju (NTB), Mila (NTT), Rotik-
lod (NTT), Logung (Jateng), Sei

Gong (Kepri), dan Sindangheula
(Banten).

Sementara itu, 15 bendungan
baru yang akan selesai tahun ini
adalah Bendungan Gongseng,
Karalloe, Tapin, Passeloreng, Bin-
tang Bano, Way Sekampung, dan
Ladongi. Kemudian, Bendungan
Napun Gete, Ciawi, Sukamahi,
Karian, Keureuto, Gondang, Ma-
rangkayu, dan Kuningan.

Adapun, 10 bendungan yang
akan dibangun tahun ini yakni
Bendungan Jenelata, Pelosika,
Jragung, Digoel, Tiro, Mbay,
Budong-Budong, Ameroro, Tiu
Suntuk, dan Bulango Ulu.

Kebijakan dana talangan peng-
adaan lahan oleh kontraktor dan
pemilik proyek bendungan, jalan
tol, pelabuhan, dan perkeretaapin
yang termasuk ke dalam proyek
strategis nasional berawal dari
keterbatasan dana pemerintah.

Pada 16 Desember 2015, Ke-
menterian Keuangan membentuk
LMAN yang merupakan Badan
Layanan Umum di bawah Ditjen
Kekayaan Negara. (Krizia P. Kinanti)
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Judul Berita Foto Tanggal April 2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman, 7)
Resume Kendaraan bergantian melewati jembatan darurat Batang Kalu, di Jalur Padang —

Bukittinggi, Kayutanam, Kab Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (11/4).

> JEMBATAN DARURAT

Kendaraan bergantian melewati jembatan
darurat Batang Kalu, di Jalur Padang-Bukittinggi,
Kayutanam, Kab. Padangpariaman, Sumatra Barat,
Kamis (11/4). Pembangunan kembali jembatan yang
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ambruk oleh Kementerian PUPR dengan biaya Rp15
miliar tersebut dilanjutkan dengan pembuatan ponda-
si,danuntuk sementara kendaraan dapat bergantian
melewatiduajembatan darurat yang sudah dibangun.
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Judul Urban Farming Adaptasi Perubahan Iklim Tanggal April 2019
Media Media Indonesia (Halaman, 16)
Kegiatan pertanian kota atau urban farming bisa menjadi salah satu solusi adaptasi
perubahan iklim di wilayah perkotaan. Selain berfungsi sebagai peredam memanasnya
Resume . - . . . . L
temperatur akibat perubahan iklim, pertanian kota juga bisa berkontribusi mengurangi emisi
dari transportasi perdangan produk pertanian.

Urban Farming Adaptasi Perubahan Iklim

KEGIATAN pertanian kota
atau urban farming bisa men-
jadi salah satu solusi adaptasi
perubahan iklim di wilayah
perkotaan. Selain berfungsi
sebagai peredam memanasnya
temperatur akibat perubahan
iklim, pertanian kota juga bisa
berkontribusi mengurangi emisi
dari transportasi perdagangan
produk pertanian.

Menurut Deputi Bidang Kli-
matologi Badan Meteorologi, Kli-
matologi, dan Geofisika (BMKG)
Herizal, pertanian kota itu bisa
menjadi strategi masyarakat
perkotaan beradaptasi dengan
temperatur bumi yang kian hari
terus memanas.

Dalam diskusi Pojok Iklim
yang digelar di Gedung Kemen-

terian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) di Jakarta,
ia mengungkapkan hampir se-
bagian besar kota di Indonesia
mengalami peningkatan suhu.
Hal itu akibat masifnya urbani-
sasi atau perpindahan pendu-
duk sejak periode 1980-an.

Aktivitas perkotaan, lan-
jutnya, menyebabkan tinggi-
nya polusi dan emisi sehingga
memicu peningkatan suhu.
Peningkatan temperatur di
perkotaan bahkan bisa lebih
cepat dari tren global karena
masifnya aktivitas penduduk
dan pembangunan.

Mengutip studi peneliti BMKG
Siswanto (2015), Herizal menye-
butkan peningkatan suhu di
Jakarta bahkan mencapai lebih

dari 1 derajat Celsius dalam
kurun waktu satu abad terakhir.
Fenomena itu, imbuhnya, me-
lebihi tren global pada periode
yang sama.

“Pertanian kota bisa menjadi
salah satu alternatif untuk me-
ngurangi dampak pemanasan
suhu, khususnya yang bersifat
lokal atau urban heat island.
Vegetasi hijau pada pertanian
kota setidaknya hisa meredam
temperatur panas, apalagi jika
skalanya lebih besar. akan lebih
berdampak,” ujarnya.

Pertanian kota juga disebut se-
bagai salah satu strategi adaptasi
untuk menghadapi dampak lain
dari perubahan iklim, yakni
terancamnya pertanian skala
besar akibat perubahan pola

cuaca.

Menurut Ketua Dewan Per-
timbangan Pengendalian Per-
ubahan Iklim KLHK Sarwono
Kusumaatmadja, kegiatan
berkebun di perkotaan berpe-
luang menjadi pola pertanian
holtikultura arus utama di masa
depan pada skala komunitas dan
rumah tangga. Urban farming
bisa menyediakan suplai bahan
pangan rendah emisi.

Ia menyebutkan Kota Sura-
baya sebagai salah satu contoh
terbaik dengan urban farming.
Belum lama ini Wali Kota Sura-
baya Tri Rismaharini diundang
ke markas PBB di New York
untuk berbagi pengalaman
pertanian kota yang dilakukan.
(Dhk/H-1)




Judul Normalisasi Sungai masih Terkendala Pembebasan Tanggal Jumat, 12 April
Lahan 2019
Media Media Indonesia (Halaman, 10)
Upaya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) untuk melakukan
Resume normalisasi Sungai Ciliwung masih terkendala dengan belum diserahkanya lahan yang telah
dibebasakan.

Normalisasi Sungai
masih Terkendala
Pembebasan Lahan

Konsep pengendalian banjir yang digaungkan
Pemprov DKI ialah naturalisasi. Sebaliknya,
Kementerian PUPR selaku pelaksana memiliki

konsep normalisasi.

Ferpian ANANDA MajNI
ferdian@mediaindonesia.com

PAYA Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung dan Cisa-
dane (BBWSCC) untuk me-
lakukan normalisasi Sungai
Ciliwung masih terkendala dengan
belum diserahkannya lahan yang telah
dibebaskan. Selain itu, hingga saat ini
juga belum ada kesepakatan soal kon-
sep naturalisasi dan normalisasi.
Kepala BBWSCC Bambang Hidayah
mengatakan pihaknya belum mene-
rima penyerahan 13 hektare (ha) tanah
yang telah dibebaskan Pemerintah DKI
Jakarta untuk untuk normalisasi Sungai
Ciliwung. “Kalau penyerahan lahan be-
lum dilakukan,” kata Bambang, di Kan-
tor Dinas Sumber Daya Air DKI, Jakarta

Pusat, kemarin.

Bambang menjelaskan pihaknya telah
bertemu dengan Dinas SDA DKI untuk
membahas program strategis daerah
penataan Sungai Ciliwung Lama, Kanal
Banjir Barat, Waduk Cimanggis, dan
Kali Sunter secara naturalisasi.

“Ini sudah ada lahan-lahan yang su-
dah dibebaskan. Kami koordinasikan de-
sainnya. Ada yang sudah dibebaskan ini
Selasa (9/4) kemarin. Ini yang Ciliwung,
pengadaan tanah normalisasi. Tapi ha-
nya suratnya belum,” sebutnya.

Sehubungan dengan pembebasan
tanah untuk normalisasi Ciliwung,
Bambang belum mengetahui kelanjutan
realisasinya. Apalagi, pihaknya belum
menerima laporan secara resmi.

Bambang mengatakan rencana natu-
ralisasi ini pun belum final. Sebagai

contoh, ia menunjuk Sungai Ciliwung.
Menurut Bambang, secara lanskap,
Sungai Ciliwung cenderung ke arah
restorasi ekosistemnya seperti proses
airnya dan kondisi penampungan.

“Artinya debit air harus memenuhi
yang direncanakan. Jadi dalam arti
jangan sampai air yang melewati sungai
atau air yang ada di danau itu kosong,”
paparnya.

Meskipun demikian, nantinya sete-
lah menerima penjelasan secara resmi,
pihaknya akan mengecek ke lapangan
supaya bisa menentukan titik-titik yang
akan terdampak normalisasi.

“Makanya saya belum dapat penje-
lasan dari beliau (Gubernur DKI Ja-
karta, Anies Baswedan),” lanjutnya.

Pembebasan lahan

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta
mengatakan telah menyiapkan 13 ha
lahan untuk mendukung proyek pe-
ngendalian banjir. Lahan tersebut ter-
diri dari 200 bidang tanah yang berada
di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

“Kami siapkan pelebaran yang men-

dukung. Ini sudah saya laporkan ke
BBWSCC sehubungan dengan peng-
adaan tanah normalisasi Ciliwung,”
kata Asisten Pembangunan DKI Jakarta,
Yusmada Faizal.

Rinciannya 200 bidang tanah itu
tersebar di Balekambang, Cililitan,
Cawang, Kampung Melayu, Tanjung
Barat, Pejaten Timur, dan Bukit Duri.
Pengadaan lahan itu menandakan
bahwa Pemprov DKI mendukung
program pemerintah pusat,

“Itu poinnya sayamendukung program
Kementerian PU-Pera (Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat). Catat itu. Nah,
bentuknya nanti setelah pelebaran itu
kami diskusikan,” terangnya.

Kementerian PU-Pera merupakan
pihak yang bertanggung jawab un-
tuk melaksanakan naturalisasi dan
normalisasi sungai Jakarta.

Namun, Yusmada mengatakan
pihaknya belum bisa memastikan la-
han itu akan digunakan untuk proyek
normalisasi atau naturalisasi. Pasal-
nya, konsep pengendalian banjir milik
Pemprov DKI Jakarta berbeda dengan
konsep yang dimiliki Kementerian
PU-Pera. Konsep pengendalian banjir
yang digaungkan Pemprov DKI ialah
naturalisasi. Sebaliknya, Kementerian
PU-Pera memiliki konsep normalisasi.

Yusmada mengakui bahwa konsep
naturalisasi dan normalisasi pada
dasarnya sama. Bedanya, naturalisasi
menggunakan bahan-bahan alami se-
perti beronjong.

“Iya makanya saya enggak mau
langsung ini (pernyataan). Kami anali-
sis bersama, bentuknya nanti setelah
pelebaran itu kami diskusikan. Kami
minggu depan ada pertemuan dengan
BBWSCC,” tegasnya. (J-2)
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Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane segera memeriksa bidang lahan yang sudah
Resume dibebaskan untuk penataan kali. Ada 13 hektar lahan yang dilaporkan sudah dibebaskan di
sepanjang Kali Ciliwung untuk keperluan penataan kali.

BBWSCC Cek Lahan vang Sudah Bebas

JAKARTA, KOMPAS — Balai Besar
Wilayah Sungai Ciliwung Cisa-
dane segera memeriksa bidang
lahan yang sudah dibebaskan
untuk penataan kali. Ada 13
hektar lahan yang dilaporkan
sudah dibebaskan di sepanjang
Kali Ciliwung untuk keperluan
penataan kali.

Bambang Hidayah, Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Ci-
liwung Cisadane (BBWSCC),
seusai rapat koordinasi dengan
Dinas Sumber Daya Air DKI
Jakarta di gedung dinas teknis
Jatibaru, Kamis (11/4/2019),
mengatakan, dari komunikasi
yang dilakukan Selasa, Pemprov
DKI menyebutkan ada 13 hek-
tar lahan untuk normalisasi Ka-
li Ciliwung yang sudah dibe-
baskan.

”Namun, ini juga baru pem-
beritahuan via pesan Whatsapp.
Suratnya belum,” ujarnya.

Asisten Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta Bidang
Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Yusmada Faizal, Selasa
lalu, juga menjelaskan perihal
13 hektar lahan yang sudah di-
bebaskan tersebut. Lahan yang
dibebaskan itu berada di wila-
yah Jakarta Selatan dan Jakarta
Timur, yaitu di Gedong, Ba-
lekambang, Cililitan, Cawang,

Kampung Melayu, Tanjung Ba-
rat, Pejaten Timur, dan Bukit
Duri.

Namun, BBWSCC belum
mengetahui persis status dan
kejelasan lahan tersebut. "Saya
belum tahu apakah ini sudah
akumulatif atau tambahan ter-
akhir, maksudnya pengukuran
lahan pada tahun-tahun ter-
akhir yang dibebaskan 2017
atau 2018. Makanya, saya belum
mendapat penjelasan dari be-
liau (Asisten Bidang Pemba-
ngunan dan Lingkungan Hi-
dup),” kata Bambang.

Jika jelas ada lahan yang su-
dah dibebaskan, BBWSCC bisa
mengusulkan  dalam  APBN
2020 untuk penataan kawasan
sungai. "Masih ada waktu kalau
untuk 2020. Jadi mungkin sam-
pai Juni ini masih ada kesem-
patan apakah ada penambahan
(lahan yang sudah dibebaskan)
lagi. Makanya, saya ingin tahu
dasarnya seperti apa. Apakah
masih berjalan di lapangan,
apakah masih didapatkan la-
hannya,” jelas Bambang.

BBWSCC menyatakan, tam-
bahan pembebasan lahan di-
tunggu karena untuk penataan
sungai, mau tidak mau harus
melakukan pembebasan lahan.
Sebab, hampir seluruh sungai

Jika jelas ada lahan
yang sudah
dibebaskan, BBWSCC
bisa mengusulkan
dalam APBN 2020
untuk penataan
kawasan sungai.

menyempit sehingga tidak ber-
fungsi optimal.

Untuk meningkatkan kapasi-
tas tampungan air, idealnya su-
ngai berbentuk trapesium. Da-
sar sungai selebar 30-35 meter,
dengan permukaan atas selebar
50 meter, serta di kanan dan kiri
kali ada lahan kosong selebar 7,5
meter untuk jalur inspeksi. Jika
di lapangan sulit mendapatkan
30 meter lahan, harus dilaku-
kan pembebasan lahan. Saat ini,
sebagian besar lebar kali di Ja-
karta sekitar 15 meter saja.

Terkait Peraturan Gubernur
Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pembangunan dan Revitalisasi
Prasarana Sumber Daya Air se-
cara Terpadu dengan Konsep
Naturalisasi, Bambang ber-
pendapat, program normalisasi
kali yang sudah dikerjakan pun

sudah memenuhi aspek na-
turalisasi yang disebut dalam
pergub.

Konsep dari pergub itu ada-
lah mengelola sarana-prasarana
sumber daya air dengan mem-
perhatikan kapasitas tampung-
an. Mengacu pada konsep itu,
normalisasi yang sudah dilaku-
kan adalah untuk bisa kembali
menampung dan mengalirkan
debit banjir. Lalu adanya jalan
inspeksi di kanan dan kiri ada-
lah sebagai bagian dari ruang
terbuka hijau. Dalam beberapa
tahun terakhir, normalisasi di
Ciliwung untuk pengendalian
debit banjir sudah berfungsi
saat musim hujan.

Jika normalisasi sudah berja-
lan, tahapan berikutnya adalah
menjaga agar sampah apa pun
tidak masuk kali untuk menjaga
kualitas air. Dari tahapan ter-
sebut, naturalisasi bisa berjalan.
"Normalisasi kali itu ya bagian
dari naturalisasi,” jelasnya.

Dalam rapat kerja tersebut,
Dinas Sumber Daya Air DKI
memaparkan rencana program
naturalisasi 2019 di tiga waduk
dan dua sungai, yaitu Waduk
Cimanggis, Kampung Rambut-
an, dan Sunter Selatan, serta
Kali Ciliwung segmen lama dan
Kanal Barat. (HLN)
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Rusun Khusus Santri Ponpes Al Islam Babussalam, Kalibening, Kecamatan Mojoagung,

Resume Jombang, Jawa Timur.

P RUSUN KHUSUS SANTRI

Antara/Syaiful Arif

Santri berada di depan rumah susun khusus santri Ponpes Al Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat tersebut untuk membantu
Islam Babussalam, Kalibening, Kecamatan Mojoagung, Jombang,  parasiswayang sebagian berasaldariluar daerahagarbisa memiliki
Jawa Timur, belum lama ini. Pembangunan rusun dari Kementerian ~ tempat tinggal yang layak. -



